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ABSTRAK 

 

Pelibatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan 

Bergizi Gratis (MBG) yang bersumber dari dana APBN menempatkan entitas 

swasta tersebut sebagai penyelenggara pelayanan publik. Namun, realitas 

operasional di lapangan menunjukkan berbagai penyimpangan tata kelola yang 

tidak hanya mencederai esensi program, tetapi juga membahayakan keselamatan 

gizi siswa dan merugikan keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bentuk pelanggaran tata kelola oleh SPPG dan mengonstruksikan 

wujud pertanggungjawaban administratifnya berdasarkan perspektif Hukum 

Administrasi Negara. 

Metode Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan 

sociological jurisprudence guna membedah kesenjangan antara teks normatif (law 

in books) dan realitas implementasinya di lapangan (law in action). Data primer 

diperoleh melalui observasi dan wawancara di SPPG "X", sedangkan data sekunder 

bersumber dari regulasi terkait, khususnya Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional 

No. 401.1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Keseluruhan 

data kemudian dianalisis menggunakan Teori Kewenangan dan Teori 

Pertanggungjawaban Administratif untuk mengukur derajat penyimpangan tata 

kelola serta merumuskan konstruksi penegakan hukum administrasinya. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa deviasi SPPG seperti ketiadaan Sertifikat 

Halal, sanitasi buruk (talenan campur), dan manipulasi waktu tunggu makanan 

(holding time) ekstrem hingga 7 jam bukanlah wanprestasi kontrak perdata, 

melainkan murni maladministrasi publik berupa kesalahan pelayanan (fautes de 

service). Sebagai penerima mandat pelayanan publik, SPPG terikat pada 

pertanggungjawaban administratif. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki legitimasi 

mutlak (bestuursdwang) untuk mengeksekusi sanksi administratif secara 

berjenjang, mulai dari teguran tertulis, denda dan penghentian sementara 

(schorsing), hingga pemutusan kemitraan (blacklist) sebagai ultimum remedium 

guna memulihkan hak konstitusional masyarakat. 

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah disarankan segera mereformasi 

instrumen pengawasan agar difokuskan pada titik kendali kritis produksi di dapur 

SPPG (pukul 00.00–05.00 WIB) dan memasukkan klausul sanksi administratif 

secara eksplisit dalam kontrak kerja sama. Sementara itu, manajemen SPPG 

dituntut untuk segera membenahi infrastruktur keamanan pangan dan mengubah 

orientasi bisnis dari sekadar efisiensi kuantitas menjadi kepatuhan mutlak terhadap 

standar pelayanan publik. 
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